BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Berdasarkan hasil checklist indikator diketahui bahwa Pengadilan
Negeri Wonosari telah mengakomodir sebagian besar penyediaan
aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan
hukum, tetapi dari beberapa aspek yang dilakukan audit belum ada
satupun aspek yang sudah sepenuhnya aksesibel dengan menyediakan
aksesibilitas fisik yang memenuhi seluruh ketentuan dalam checklist
indikator serta ketentuan normatif.

2. Dalam mewujudkan aksesibilitas fisik Pengadilan Negeri Wonosari
mengalami beberapa hambatan, diantaranya: terbatasnya ketersediaan
anggaran yang dapat dipergunakan untuk membangun aksesibilitas
fisik, jumlah sarana dan prasarana yang terbatas dan hanya disediakan
pada ruang-ruang prioritas, kesulitan untuk menentukan standar yang
mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, dan

kurangnya pemahaman yang berperspektif disabilitas.
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B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Wonosari perlu sesegera mungkin untuk melengkapi
aksesibilitas fisik di berbagai aspek yang dilakukan audit dengan
membuat daftar prioritas aksesibilitas fisik, dimulai dari yang
membutuhkan anggaran kecil hingga yang besar. Penyediaan
aksesibilitas fisik perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan daftar
prioritas yang telah disusun.

2. Pemerintah perlu melakukan perbaikan kebijakan yang lebih
mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan
dengan hukum di lingkungan pengadilan, mulai dari penyediaan
anggaran untuk membangun aksesibilitas fisik di lingkungan
pengadilan yang dilakukan secara berkala, serta memperbaiki aturan
teknis terkait dengan penyediaan aksesibilitas fisik yang sudah tidak
mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk

pelibatan penyandang disabilitas dalam membangun aksesibilitas fisik.
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